BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 0

Menimbang : a.

S

43’

Mengingat ¢ 1.

BUPATI KOTABARU,

bahwa lembaga adat merupakan untuk
melestarikan adat istiadat dan nilai sial budaya
sehingga perlu diberdayakan dan di

bahwa pembinaan dan pembe n lembaga adat
dilakukan sesuai denga kagpakteristik setempat
sehingga diperlukan ad kebersamaan antara

Pemerintah Daerah masyarakat dalam
pelaksanaannya;

. bahwa Undang- Un omor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan rah didalam Lampiran huruf M
dinyatakan ngan Pemerintah Daerah adalah
Pemberda mbaga Adat dan didalam Lampiran
huruf akan kewenangan Pemerintah Daerah

untu elakukan Pembinaan Lembaga Adat yang
tnya diwilayah Kabupaten/Kota;

dan ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 23

hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan
Lembaga Adat merupakan alat ukur kohesivitas sosial
di daerah untuk menilai kapasitas daerah berdasarkan
parameter sosial politik, adat dan tradisi;

g sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf

e. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentanigHak
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. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2013);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar ra
Republik Indonesia Nomor 3886); é

Kehutanan (Lembaran Negara Re Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambah ran Negara
Republik Indonesia Nomor 388 gaimana telah
diubah beberapa kali terakhir d Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 te g \Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Und ndang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubah s Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tent utanan menjadi Undang-
Undang (Lembara a Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86,,Ta an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor¥4412);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun % tentang
a

Perkemb Kependudukan dan Pembangunan

Kelua (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun

2009 or 161, Tambahan Lembaran Negara
Indonesm Nomor 5080);

.Undang-U@ Nomor 52 Tahun 2009 tentang

mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
omor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

@d g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 gentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyel an
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar< ;Lpublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan"Bembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Tahun 2007
asyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri N
tentang Pedoman Penataan Lembaga

Peraturan Menteri Dalam Negeri or 39 Tahun 2007
tentang Pedoman Fasilitasi‘%n sasi Kemasyarakatan

Bidang Kebudayaan, Ker, , dan Lembaga Adat dalam
Pelestarian dan Penge n Budaya Daerah;
Peraturan Menteri Negeri Nomor 52 Tahun 2007

tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat
Istiadat Dan NilaiSosial Budaya Masyarakat;

Den Qfgetujuan Bersama
ILA

E YAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

MEMUTUSKAN :

QQ BUPATI KOTABARU

&

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN LEMBAGA ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
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Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Kotabaru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah  yang  berkedudukan sebagai  unsur
penyelanggara Pemerintahan Daerah.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten
Kotabaru yang dipimpin oleh camat.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memilikij tas
wilayah yang berwenang untuk meng an
mengurus urusan  pemerintahan, ngan
masyarakat setempat berdasark rakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau radisional
yang diakui dan dihormati dalam si merintahan
Negara Kesatuan Republik Indone

Adat-istiadat adalah seperang ilai dan norma,
kaidah dan keyakinan sial{,yang tumbuh dan
berkembang bersamaan n pertumbuhan dan
perkembangan masy esa dan atau satuan
masyarakat lainnya ilai atau norma lain yang
masih dihayati dipelihara masyarakat
sebagaimana dalam berbagai pola nilai
perilaku yan empertahankan kebiasaan-kebiasaan

dalam hid arakat setempat.
Kebias ebiasaan masyarakat adalah pola-pola
kegi atau perbuatan yang dilakukan oleh para

syarakat, yang merupakan satu kesatuan
yang pada dasarnya bukan bersumber pada

rga masyarakat tertentu dan oleh warga
asyarakat lainnya,dan masih berlaku dalam
kehidupan masyarakat tersebut.

te
Q(‘i -istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh
a

O

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi
kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun
yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang
didalam sejarah masyarakat dengan wilayah hukum
adat, serta berhak dan berwenang untuk mengatur,
mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan
kehidupan dengan mengacu kapada adat-istiadat dan
hukum adat.

Hukum Adat adalah Hukum Adat diwilayah
masyarakat adat yang masih benar-benar hidup dalam
kesadaran hati nurani warga masyarakat dan
tercermin dalam pola tindakan mereka sehari-hari,
namun tidak bertentangan dengan hukum nasional.
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11. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar
kondisi dan keberadaan budaya, hukum, adat-
istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan
lembaga adat dapat lestari dan makin kukubh,
sehingga hal itu dapat berperan positif dalam
pembangunan daerah sebagai aset nasional dan
berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai
dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.

12. Pelestarian adalah wupaya untuk menjaga dan
memelihara nilai-nilai budaya hukum adat yang
bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan
adab yang merupakan inti adat-istiadat, kebiagsaan-
kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat ‘agar
keberadaannya terjaga dan tetap lestari.

13. Pengembangan adalah upaya yang terenc%rpadu
a

dan terarah agar hukum adat, istiadat,
kebiasaan-kebiasaan dalam masyaraka n lembaga
£,

adat dapat tumbuh dan ber sehingga
mampu meningkatkan peranangya m mengangkat
harkat dan martabat masya adat setempat,
karena tetap mampu ber tagi dengan perubahan

sosial, peradaban dan budayaybangsa, dalam bingkai
Negara Kesatuan Repu@ndonesia.

AB 11
S DAN TUJUAN
Pasal 2
Pemberdayéan dan pembinaan Lembaga Adat
dimaksudk untuk membangun kelembagaan

masya t adat yang yang sesuai dengan karakteristik
f&s adat setempat, kaidah atau norma yang memiliki

ositif berdasarkan sifat kebersamaan dan
ngroyongan yang telah mengakar dilingkungan

@syarakat adat.
V Pasal 3

(1) Tyjuan  pemberdayaan Lembaga Adat adalah
terbentuknya Lembaga Adat yang kokoh dan memiliki
identitas yang jelas sebagai mitra Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Tyjuan pembinaan Lembaga Adat adalah agar
keberadaan Lembaga Adat berkelanjutan dan mampu
melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya serta
berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan
masyarakat.
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BAB III
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 4

Pemberdayaan Lembaga Adat berdasarkan prinsip :

a. transparansi;
b. partisipatif;
c. akuntabilitas; dan
d. nondiskriminatif.
Pasal 5 @
(1) Pemerintah Daerah  melaksanaka berdayaan
Lembaga Adat.
(2) Setiap warga masyarakat berhak turut serta dan

dilibatkan dalam memberdayakan\Le baga Adat.

(3) Pemberdayaan Lembaga Adat rus dilakukan secara
efektif dan efisien terk asi dan terpadu dengan
program pemberdayaafi masyarakat daerah.

(4) Bentuk pemberda ebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputis
a. sosialisa turan perundangan-undangan dan

rah yang berkaitan dengan Lembaga

kebija
Adats
b. p lenggaraan forum pertemuan dan dialog

tentamg Lembaga Adat; dan
C. Vtihan dan bimbingan teknis Lembaga Adat.

Pasal 6
Bupati memfasilitasi pemberdayaan Lembaga Adat.

(2) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja
Pemberdayaan Lembaga Adat.

(3) Tugas Kelompok Kerja Pemberdayaan Lembaga Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. mengidentifikasi nilai-nilai adat istiadat dan sosial
budaya yang masih hidup dan potensial untuk
dilestarikan dan dikembangkan;

b. mengkaji pranata sosial yang masih ada, diakui dan
diterima oleh masyarakat;

c. menyusun kebutuhan/fasilitas yang diperlukan oleh
warga masyarakat untuk pemberdayaan Lembaga
Adat berupa sarana dan prasana penunjang
kegiatan; dan
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d. hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung
pemberdayaan Lembaga Adat.

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan langkah-langkah prioritas
pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai
sosial budaya masyarakat yang bernilai positif bagi
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Langkah-langkah prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memuat ketentuan tentang konsep
dasar, program dasar dan strategi pelaksanaan.

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8 EI

(1) Pemerintah Desa bersama m t desa dapat
membentuk Lembaga Adat Des

(2) Lembaga Adat Desa sebag& dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fu t istiadat dan menjadi

bagian dari susunan ~ Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa asyarakat Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah%h
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayate) idtur

(3) Lembaga Adat Desa agaimana dimaksud pada ayat
(1) berkewajibanmembantu Pemerintah Desa sebagai

mitra dala tarikan dan mengembangkan adat
istiadat da@ sosial budaya masyarakat.
& Pasal 9

rangka membantu Lembaga Adat Desa, Camat

n Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tingkatan
Q ayah administratif dapat membentuk Satuan Tugas.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersama-sama warga masyarakat melestarikan dan
mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya

V melalui Lembaga Adat.

Pelembagaan forum-forum yang diadakan oleh masyarakat
adat untuk mengaktualisasikan adat istiadat dan nilai
sosial budaya diberdayakan melalui even-even strategis
daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Pemerintah  Daerah  berkewajiban  merealisasikan
pemenuhan fasilitas Lembaga Adat.
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(2) Realiasi pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana
Lembaga Adat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 12

Lembaga Adat yang telah diberdayakan demi kelangsungan
dan pengembangannya dilakukan pembinaan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 13
(1) Pembinaan dan pengawasan lintas desa/ke atas
pelestarian dan pengembangan adat istiada n nilai
sosial budaya masyarakat dilaksanakan upati.

untuk  berkedudukan sebagai rdinator atas
pelestarian dan pengembang %istiadat dan nilai
sosial budaya masyarakat. ‘{

P@4
(1) Camat berkewajiba elakukan evaluasi pemberdayaan

(2) Bupati dapat melimpahkan kewena@ epada Camat

dan pembinaan le adat ditingkat Desa dengan
menugaskan tua Kerja Pemberdayaan dan
Pembinaan L Adat Desa.

(2) Bupati b jiban melakukan evaluasi pemberdayaan
dan bitaan lembaga adat Daerah dengan
menugas Kelompok Kerja Pemberdayaan dan
Pe n Lembaga Adat Daerah.

lompok Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan
baga Adat Daerah wajib menyusun laporan evaluasi
kepada Bupati.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA ADAT

Pasal 15

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah
permusyawaratan, pemufakatan Kepala Adat/Pemangku
Adat/Tetua Adat dan Pemuka-Pemuka Adat yang berada
diluar organisasi Pemerintahan.

Pasal 16

Lembaga Adat memiliki fungsi sebagai tempat :
a. pembinaan masyarakat adat;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi warga adat
kepada pemerintah;
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c. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
menyangkut hukum adat, adat istiadat/kebiasaan, dan
nilai sosial budaya masyarakat;

d. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan
nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkaya
khasanah kehidupan masyarakat tentang budaya untuk
menunjang pembangunan dan = penyelenggaraan
pemerintahan;

e. silaturrahmi hubungan yang harmonis antara warga
masyarakat adat maupun diluar adat yang diundang
termasuk sebagai tempat hubungan antara aparatur
pemerintahan dan warga masyarakat adat;

f. bersama pemerintah merencanakan, mensi ikan
program pembangunan agar sesuai deng nilai
adat  istiadat dan kebiasaan-kebjasa yang

berkembang dalam masyarakat demi judnya
keselarasan, kesimbangan, keadila@ esejahteraan

masyarakat.
Pasa\& ;

(1) Lembaga Adat memiliki s sesuai dengan anggaran
dasar yang disepakatifw. adatnya.

(2) Selain tugas seba ana dimaksud pada ayat (1)
mbantu Pemerintah Daerah dalam
penyelengga emerintahan dan melaksanakan

(3) Dala 1 Lembaga Adat menetapkan batas-batas
wil adat harus mendapatkan persetujuan terlebih
dari Bupati dan dikoordinasikan dengan

ga Adat lainnya untuk dicapai kesepatakan dan

: @:ufakatan .

Q BAB V
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

; ) Pasal 18
Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang :

a. mewakili masyarakat adat yang  menyangkut
kepentingan masyarakat adat;

b. mengelola hak-hak adat dan atau harta benda
kekerabatan warga adat; dan

c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara
adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kewajiban Lembaga Adat, meliputi :
a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan;
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b. membina masyarakat untuk hidup sejahtera;

c. menjaga kelestarian adat istiadat dan nilai sosial
budaya masyarakat adat yang bernilai positif bagi warga
masyarakat adat;

d. memanfaatkan hak-hak adat dan harta kekayaan
Lembaga Adat dengan memperhatikan kepentingan
warga adat;

e. memelihara ketertiban dan stabilitas daerah maupun
nasional;

f. menciptakan suasana yang menjamin hubungan
harmonis antar Lembaga Adat guna terpeliharanya
kebhinekaan masyarakat adat diwilayah daerah;

g. memberdayakan, mengembangkan dan mel rikan
adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan kat
dalam rangka memperkaya budaya dae%bagai
bagian dari budaya nasional; dan

h. memperkokoh persatuan dan kesau%ap%.
BAB VI
PENDAN

(1) Pendanaan untuk pel n kegiatan pemberdayaan
dan pembinaan Lefba Adat dianggarkan dalam
Anggaran Pendapa Belanja Daerah.

(2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan
pembinaan ga Adat Desa sesuai dengan
ketentuan‘ b:j turan perundang-undangan yang
berlak

(3) Pendanaa®r Lembaga Adat dapat berasal dari Anggaran
Pen an dan Belanja Negara, Swadaya Masyarakat
mber lain yang sah dan tidak mengikat.

0 BAB VII

Q PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT
V Pasal 21
(1) Syarat untuk dapat terbentuknya Lembaga Adat,
meliputi :

a. memiliki sejarah asal usul adat istiadat dan nilai
sosial budaya yang telah mengakar dalam
kehidupan masyarakat setempat;

b. adat istiadat dan nilai sosial budaya yang
diaktualisasikan merupakan adat istiadat dan nilai
sosial budaya yang bernilai positif dan tidak
bertentangan dengan nilai Pancasila dan ketentuan
Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
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c. memiliki dukungan/rekomendasi dari Majelis Adat
atau Dewan Adat Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Pengukuhan Lembaga Adat baru dalam wilayah daerah
terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan
bersama Bupati dan DPRD.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berdasarkan pengkajian secara ilmiah terkait
identitas warga masyarakat, adat istiadat dan nilai
sosial budayanya.

(4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimakusd pada ayat (2)
berdasarkan  forum = dengar pendapat ergan

masyarakat di daerah. e

BAB VIII

KETENTUAN PENUT%E

Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai b%u pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang me uinya, memerintahkan
pengundangan Peratufta Daerah ini dengan
penempatannya dal baran Daerah Kabupaten

Kotabaru.
E Ditetapkan di Kotabaru
& pada tanggal 14 September 2017
BUPATI KOTABARU,
Q ; ttd

eo H. SAYED JAFAR

angkan di Kotabaru

ggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : ( 125/ 2017)



-1 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara men Qan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat bes -hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan gerkeémbangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indones%ng diatur
dalam undang-undang.** )” selanjutnya sesuai dengan Kefentuan Pasal 36
ayat (1) huruf d dan ayat (5) huruf b Undang-Undang No 6r/)23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah kapasitas daerah sala | ‘Satunya berdasarkan

parameter sosial politik, adat dan tradisi yan%&u kohesivitas sosial

yang menempatkan keragaman suku, agama lembaga adat sebagai
salah satu alat ukurnya dan sesuai denga g’tertera dalam lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te t@:emerintahan Daerah pada
huruf M tentang Pembagian Urusan P intahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa di poin keempat rusan lembaga kemasyarakat,
lembaga adat, dan masyarakat huk adat tertulis kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota adalah pember embaga adat tingkat desa dan pada
huruf V tentang Pembagian Pemerintahan Bidang Kebudayaan di
poin kesatu sub urusan ke n tertulis pembinaan lembaga adat yang
penganutnya dalam Wilay%b paten/kota, dipandang perlu membentuk
Pe

Peraturan Daerah tenta erdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat.
Pengaturan ag Lembaga Adat pada konsep dasarnya terkait
dengan pember yang lingkupnya berada di tingkat desa dan
pembinaan ya@n upnya berada ditingkat kabupaten. Ada perbedaan
mendasar u emberdayaan dan pembinaan itu domainnya adalah
Lembaga ﬁ@idangkan pelestarian dan pengembangan domainnya adalah
adat isti@adat ‘dan nilai sosial budaya masyarakat. Dengan demikian lembaga
erkedudukan untuk melestarikan dan mengembangan adat
an nilai sosial budayanya, kedudukan pemerintah daerah disini
apat masuk dalam lingkup internal wilayah adat melainkan hanya
dalam posisi memberdayakan dan membina. Hal ini kembali kepada maksud
dari Konstitusi bahwa pengakuan itu sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat. Disebabkan karena Lembaga Adat itu
terbukti sejak dari jaman kerajaan dan mengakar dalam kehidupan
masyarakat mampu untuk menjadi suatu tempat bagi pengembangan
peradaban maka perlu kiranya diberdayakan dan dibina sebagai bentuk dari

akomodasi Pemerintah Daerah menempatkan Kelembagaan Adat sebagai
salah satu bentuk dari penguatan masyarakat daerah.




II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud sesuai karakteristik adat istiadat dan nilai sosial
budaya lokal adalah menunjukkan ada tidaknya kekerabatan adat
yang hidup selama ini dalam suatu wilayah.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas @
Pasal 4 ?
Yang dimaksud dengan transparansi adalah@ ukaan dari

penyelenggara Lembaga Adat terhadap kebij n pemanfaatan
Lembaga Adat serta upaya untuk mencapa i tujuan adanya
Lembaga Adat.

Yang dimaksud dengan partisipatif adeterlibatan seluruh warga
masyarakat menunjang pelaksdanaams kegiatan adat untuk
melestarikan dan mengembang at istiadat dan nilai sosial
budaya yang hidup dimasyarakat.

Yang dimaksud akuntabilitastadalah adanya pertanggungjawaban dari

Kepala Adat beserta st ang ada dalam Lembaga Adat kepada
warga masyarakat a

pembedaan t Lembaga Adat diwilayah daerah untuk
diberdayak @n dibina secara keseluruhan sama kedudukannya
sesuai d@ saran komunitasnya.

Pasal 5
Ayat

Yang dimaksud Wan nondiskriminatif adalah tidak adanya
ata

up jelas
Ayat (2)
Dimaksudkan yang dapat memberdayakan itu pada dasarnya
adalah warga masyarakat sendiri, melalui partisipasi warga
terbentuklah komunitas Lembaga Adat yang kokoh disertai
dengan kesepakatan bersama untuk menata kehidupan bersama.
Ayat (3)
Dimaksudkan agar sejalan dengan kegiatan pemerintah dan
memudahkan dalam pencapaian tujuan dari pembangunan.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)

Kelompok kerja diisi oleh Pejabat Daerah dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang lingkup bidang tugasnya meliputi
pengurusan masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat, seni
dan budaya dan yang terkait lainnya seperti dinas Pekerjaan
Umum untuk pembangunan sarana dan prasarana utilitas
tempat kegiatan Lembaga Adat dan tokoh masyarakat daerah
baik akademisi, seniman maupun ulama dan umara yang
memahami konteks pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Satuan tuga

@e

O&

&
Q,

ntuk sesuai dengan kebutuhan jumlah orang

d11apan terdiri dari aparatur kecamatan dengan
meliba la muda yang energik dan bertanggungjawab
dala Ja dan kepada mereka diberikan honor sesuai dengan
Ayat
p jelas

Pasal 10

aksudkan bahwa kegiatan seremonial maupun peringatan yang
iadakan oleh Pemerintah Daerah selalu melibatkan aktualisasi
Lembaga Adat sehingga nilai budaya yang mereka kembangkan

mendapatkan perhatian dan dapat berkelangsungan.

Pasal 11
Ayat (1)

Dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan

suatu prestasi

syaratnya harus terpenuhi sarana dan prasarana pendukung bagi
pencapaiannya, tanpa ada sarana dan prasarana yang dipenuhi
oleh Pemerintah Daerah maka tidak ada pula hasil dari
pemberdayaan dan pembinaan.



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Camat sebagai koordinator dimaksudkan agar tercipta efekt1v1tas
dan efisiensi hubungan antara tingkat desa/kelurahan
pimpinan daerah, dan sebagai koordinator memiliki fu
bagi keberhasilan pemberdayaan dan pembinaan lem

Pasal 14
Ayat (1)
Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahul gan suatu
kegiatan sehingga diperoleh output yang 1 sesuai dengan
tingkat upaya yang dilakukan. T@
Ayat (2)
Cukup jelas &

Ayat (3)

Cukup jelas O
Pasal 15
Cukup jelas é

Pasal 16

Cukup jelas &
Pasal 17
Ayat (1) Q

Cukup
Ayat (2)

Ayat
p jelas

up jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 21
Ayat (1)

Pembentukan Lembaga Adat baru dimaksudkan dalam wilayah
daerah Kabupaten Kotabaru yang bersifat heterogenitas dimana
tidak hanya satu suku berdiam dalam wilayah daerah terdapat
suku yang sudah memiliki lembaga adat dan sebagian suku atau
warga adat lainnya hidup berdampingan tetapi masih belum
terorganisasi dalam suatu lembaga adat yang dikukuhkan
keberadaannya atau kabur namun mereka memiliki sensitifitas
dan nilai sosial budaya yang hidup dalam lingkungannya
terhadap kondisi demikian dapat dikukuhkan atas ke an
mereka apabila merasa perlu dilembagakan.

Ayat (2)
Cukup jelas @
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas Q
Pasal 22
Cukup jelas :

TAMBAHAN LEMBARAN DAER@EUPATEN KOTABARU NOMOR 13
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